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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui bagaimana terjadinya pelanggaran
atas kewajiban dan larangan menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
Tentang Disipilin Pegawai Negeri Sipil dan
bagaimana upaya administratif atas
pelanggaran kewajiban dan larangan menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
Tentang Disipilin Pegawai Negeri Sipil. Dengan
menggunakan metode penelitian yuridis
normatif, disimpulkan: 1. Pelanggaran atas
kewajiban dan larangan menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang
Disipilin Pegawai Negeri Sipil seperti tidak setia
dan taat sepenuhnya kepada Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan Pemerintah dan tidak
menaati segala ketentuan peraturan
perundang-undangan serta tidak melaksanakan
tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS
dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan
tanggung jawab dan tidak menjunjung tinggi
kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat
PNS serta tidak mengutamakan kepentingan
negara daripada kepentingan sendiri,
seseorang, dan/atau golongan dan tidak
memegang rahasia jabatan yang menurut
sifatnya atau menurut perintah  harus
dirahasiakan. 2. Upaya administratif atas
pelanggaran atas kewajiban dan larangan
menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 Tentang Disipilin Pegawai Negeri
Sipil, terdiri dari keberatan dan banding
administratif. Hukuman disiplin yang dapat
diajukan keberatan diantaranya seperti jenis
hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh: Pejabat
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struktural eselon | dan pejabat yang setara ke
bawah; Sekretaris Daerah/Pejabat struktural
eselon 1l Kabupaten/Kota ke bawah/Pejabat
yang setara ke bawah; Pejabat struktural eselon
Il ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan
unit dengan sebutan lain yang atasan
langsungnya Pejabat struktural eselon | yang
bukan Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
Pejabat struktural eselon 1l ke bawah di
lingkungan instansi vertikal dan Kantor
Perwakilan Provinsi dan unit setara dengan
sebutan lain yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian. Hukuman disiplin yang dapat
diajukan banding administratif diantaranya
seperti hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:
Pejabat Pembina Kepegawaian, Gubernur
selaku wakil pemerintah.

Kata kunci: Upaya Administratif, Pelanggaran,
Kewajiban Dan Larangan, Disiplin Pegawai
Negeri Sipil

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Penjatuhan hukuman berupa jenis hukuman
disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai
dengan berat ringannya pelanggaran yang
dilakukan oleh PNS yang bersangkutan, dengan
mempertimbangkan latar belakang dan
dampak dari pelanggaran yang dilakukan.
Kewenangan untuk menetapkan keputusan
pemberhentian bagi PNS yang melakukan
pelanggaran disiplin dilakukan berdasarkan
peraturan pemerintah ini. Selain hal tersebut di
atas, bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin
diberikan hak untuk membela diri melalui
upaya administratif, sehingga dapat dihindari
terjadinya kesewenang-wenangan dalam
penjatuhan hukuman disiplin.?

Sesuai dengan kewajiban sebagai pegawai
negeri, seseorang yang telah terikat kepada
peraturan  kepegawaian  dituntut  untuk
melaksanakan tugasnya itu dengan baik. Sifat
keterikatan itu akan membawa suatu
konsekuensi diri sebagai wakil pemerintah
untuk mewujudkan hal yang telah menjadi
tujuan negara. Setiap perbuatannya akan
merupakan perbuatan pemerintah. Oleh karena
itu, kalau suatu tindakan yang dilakukan oleh
seseorang pegawai pejabat negara dan

5Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 Tentang Disipilin Pegawai Negeri Sipil.
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merugikan seorang individu dalam arti
perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas
hukum (menyalahgunakan kekuasaan) yang
dirugikan akan dapat menuntut pemerintah.

Penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi
administratif bagi ASN sangat bergantung pada
komitmen pimpinan. Sekalipun ASN terbukti
melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan, kebanyakan tidak ditindaklanjuti
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada
instansi  bersangkutan. Kepala Sub Bagian
Pembinaan dan Penghargaan Pegawai | Biro
Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian
Hukum dan HAM, Riesyana Nelwandhanie
mengatakan, bahwa penjatuhan hukuman
disiplin pada prinsipnya merupakan pembinaan
terhadap ASN agar yang bersangkutan memiliki
rasa penyesalan dan tidak mengulangi serta
memperbaiki di kemudian hari. Penegakan
hukuman disiplin maupun sanksi administratif
tersebut seringkali tidak ditegakkan sendiri oleh
pimpinan pada instansi bersangkutan.®

PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil, mengatur secara detil
terkait dengan kewajiban dan larangan bagi
ASN. Setidaknya ada 17 kewajiban dan 15
larangan bagi ASN, yang apabila dilanggar ASN
bersangkutan diancam dengan hukuman
disiplin. Dalam Pasal 7 ayat (1) ketentuan
tersebut, jelas disebutkan tiga jenis hukuman
disiplin, yakni terdiiri dari hukuman disiplin
ringan; hukuman disiplin sedang; dan hukuman
disiplin berat.”

Pejabat yang berwenang wajib menjatuhkan
hukuman disiplin kepaga ASN yang melakukan
pelanggaran displin, tanpa terkecuali. Sebab,
apabila pejabat yang berwenang menghukum
tidak menjatuhkan hukuman disiplin, merujuk
ketentuan Pasal 21 PP Nomor 53 Tahun 2010,
pejabat tersebut dapat dijatuhi hukuman
disiplin oleh atasannya. Tingkat dan jenis
hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada
atasan yang tidak menjatuhkan hukuman
disiplin  kepada ASN yang melakukan
pelanggaran disiplin sama dengan jenis
hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan

6 https://www.bphn.go.id/data/thumbnails/Butuh
Komitmen Pimpinan Dalam Penegakan Hukuman Disiplin
Pegawai. Diunduh 21/12/2019 21:43 Wita.
7 .

Ibid.

kepada ASN yang melakukan pelanggaran
disiplin.®

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana terjadinya pelanggaran atas
kewajiban dan larangan menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 Tentang Disipilin Pegawai Negeri
Sipil ?

2. Bagaimana upaya administratif atas
pelanggaran kewajiban dan larangan
menurut Peraturan Pemerintah Nomor
53 Tahun 2010 Tentang Disipilin Pegawai
Negeri Sipil ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian hukum
normatif. Jenis bahan hukum yang digunakan
ialah bahan hukum primer berupa peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai
disiplin pegawai negeri sipil. Bahan hukum
sekunder berupa bahan-bahan yang memiliki
relevansi dengan dengan bahan hukum primer
ialah literatur-literatur, karya-karya ilmu hukum
dan reverensi lainnya baik dari media cetak
maupun elektronik. Bahan hukum tersier, ialah
bahan-bahan yang menunjang dan memberikan
penjelasan mengenai pengertian dari istilah-
istilah hukum yang digunakan dalam penulisan
ini.  Pengumpulan  bahan-bahan  hukum
dilakukan melalui studi kepustakaan. Bahan
yang telah terkumpul kemudian dianalisis
secara analisis kualitatif normatif.

PEMBAHASAN
A. Pelanggaran Atas Kewajiban Dan Larangan
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 Tentang Disipilin Pegawai
Negeri Sipil
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 pengertian disiplin Pegawai Negeri
Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil
untuk mentaati kewajiban dan menghindari
larangan vyang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan dan/atau  peraturan
kedinasan yang apabila tidak ditaati atau
dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Secara
singkat dapat dikatakan bahwa disiplin adalah
keadaan yang menyebabkan atau memberikan
dorongan kepada pegawai untuk berbuat dan

8 Ibid.
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melakukan segala kegiatan sesuai dengan

norma-norma atau aturan-aturan yang telah

ditetapkan.®
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53

Tahun 2010 Penjatuhan Sanksi Administrasi

Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah penjatuhan

hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil

yang tidak menaati kewajiban dan larangan

yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan dan/atau peraturan kedinasan.®
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 Tentang Disipilin Pegawai Negeri Sipil,

mengatur Kewajiban Pasal 3 Setiap PNS wajib:

1. mengucapkan sumpah/janji PNS;

2. mengucapkan sumpah/janji jabatan;

3. setia dan taat sepenuhnya kepada
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan
Pemerintah;

4. menaati segala ketentuan peraturan
perundangundangan;

5. melaksanakan tugas kedinasan yang
dipercayakan kepada PNS dengan penuh
pengabdian, kesadaran, dan tanggung
jawab;

6. menjunjung tinggi kehormatan negara,
Pemerintah, dan martabat PNS;

7. mengutamakan kepentingan negara
daripada kepentingan sendiri, seseorang,
dan/atau golongan;

8. memegang rahasia jabatan yang menurut
sifatnya atau menurut perintah harus
dirahasiakan;

9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan
bersemangat untuk kepentingan negara;

10. melaporkan  dengan segera kepada
atasannya apabila mengetahui ada hal yang
dapat membahayakan atau merugikan
negara atau Pemerintah terutama di bidang
keamanan, keuangan, dan materiil;

9Sintya Augustianti, Syamsuni Arman dan Isdairi. Sanksi
Administrasi Terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai
Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Suatu
Penelitian di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak)
Administrative Sanctions For Violations Disciplines Of Civil
Servants Based On Government Regulation Number 53
Year 2010 On Discipline Of Civil Servants (A Study At
Regional Employment Agency Of Pontianak City).Jurnal
Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2013. him. 3.

% Ibid. him. 4.
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11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam
kerja;

12. mencapai sasaran kerja pegawai yang
ditetapkan;

13. menggunakan dan memelihara barang-
barang milik negara dengan sebaik-baiknya;

14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya
kepada masyarakat;

15. membimbing
melaksanakan tugas;

16. memberikan kesempatan kepada bawahan
untuk mengembangkan karier; dan

17. menaati  peraturan  kedinasan  yang
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 Tentang Disipilin Pegawai Negeri Sipil,

mengatur Larangan sebagaimana dinyatakan

pada Pasal 4 Setiap PNS dilarang:

1. menyalahgunakan wewenang;

2. menjadi perantara untuk mendapatkan
keuntungan pribadi dan/atau orang lain
dengan menggunakan kewenangan orang
lain;

3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai
atau bekerja untuk negara lain dan/atau
lembaga atau organisasi internasional;

4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan
asing, atau lembaga swadaya masyarakat
asing;

5. memiliki, menjual, membeli,
menggadaikan, menyewakan, atau
meminjamkan barang-barang baik bergerak
atau tidak bergerak, dokumen atau surat
berharga milik negara secara tidak sah;

6. melakukan kegiatan bersama dengan
atasan, teman sejawat, bawahan, atau
orang lain di dalam maupun di luar
lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk
keuntungan pribadi, golongan, atau pihak
lain, yang secara langsung atau tidak
langsung merugikan negara;

7. memberi atau menyanggupi akan memberi
sesuatu kepada siapapun baik secara
langsung atau tidak langsung dan dengan
dalih apapun untuk diangkat dalam
jabatan;

8. menerima hadiah atau suatu pemberian
apa saja dari siapapun juga yang
berhubungan dengan jabatan dan/atau
pekerjaannya;

9. bertindak sewenang-wenang terhadap
bawahannya;

bawahan dalam
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10. melakukan suatu tindakan atau tidak
melakukan suatu tindakan yang dapat
menghalangi atau mempersulit salah satu
pihak yang dilayani sehingga
mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

12. memberikan dukungan kepada calon
Presiden/Wakil Presiden, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dengan cara:

a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;

b. menjadi peserta kampanye dengan

menggunakan atribut partai atau atribut

PNS;

c. sebagai peserta kampanye dengan

mengerahkan PNS lain; dan/atau

d. sebagai peserta kampanye dengan

menggunakan fasilitas negara;

13. memberikan dukungan kepada calon
Presiden/Wakil Presiden dengan cara:

a. membuat keputusan dan/atau tindakan
yang menguntungkan atau merugikan
salah satu pasangan calon selama masa
kampanye; dan/atau

b. mengadakan kegiatan yang mengarah
kepada keberpihakan terhadap
pasangan calon yang menjadi peserta
pemilu sebelum, selama, dan sesudah
masa kampanye meliputi pertemuan,
ajakan, himbauan, seruan, atau
pemberian barang kepada PNS dalam
lingkungan unit kerjanya, anggota
keluarga, dan masyarakat;

14. memberikan dukungan kepada calon
anggota Dewan Perwakilan Daerah atau
calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
dengan cara memberikan surat dukungan
disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk
atau Surat Keterangan Tanda Penduduk
sesuai peraturan perundangundangan; dan

15. memberikan dukungan kepada calon
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,
dengan cara:

a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk
mendukung calon Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah;

b. menggunakan fasilitas yang terkait
dengan  jabatan dalam  kegiatan
kampanye;

c. membuat keputusan dan/atau tindakan
yang menguntungkan atau merugikan

salah satu pasangan calon selama masa
kampanye; dan/atau

d. mengadakan kegiatan yang mengarah
kepada keberpihakan terhadap
pasangan calon yang menjadi peserta
pemilu sebelum, selama, dan sesudah
masa kampanye meliputi pertemuan,
ajakan, himbauan, seruan, atau
pemberian barang kepada PNS dalam
lingkungan unit kerjanya, anggota
keluarga, dan masyarakat.

B. Upaya Administratif Atas Pelanggaran
Kewajiban Dan Larangan  Menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 Tentang Disipilin Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

53 Tahun 2010, proses penjatuhan sanksi

administrasi disiplin kepada Pegawai Negeri

Sipil yang melakukan pelanggaran terhadap

kewajiban dan larangan meliputi:

1. Pemanggilan.

2. Pemeriksaan.

3. Penjatuhan hukuman disiplin.

4. Penyampaian keputusan hukuman.

Hukuman disiplin bagi setiap pelanggaran
disiplin dengan tujuan untuk memperbaiki dan
mendidik para Pegawai Negeri yang melakukan
pelanggaran. Sebelum pegawai dijatuhi
hukuman terlebih dahulu pejabat vyang
berwenang mempelajari dengan teliti hasil-hasil
pemeriksaan serta wajib memperhatikan
dengan seksama faktor-faktor yang mendorong
atau menyebabkan pegawai tersebut
melakukan pelanggaran disiplin tersebut.
Tujuan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil
adalah untuk memperbaiki dan mendidik
Pegawai Negeri Sipil yang melakukan
pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu setiap
pejabat yang berwenang menghukum wajib
memeriksa lebih dahulu dengan seksama
Pegawai Negeri Sipil yang melakukan
pelanggaran disiplin.™*

Tujuan hukuman disiplin Pegawai Negeri
Sipil adalah untuk memperbaiki dan mendidik
Pegawai Negeri Sipil yang melakukan
pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu setiap
pejabat yang berwenang menghukum wajib
memeriksa lebih dahulu dengan seksama

1 bid, him. 4.
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Pegawai

Negeri  Sipil yang melakukan

pelanggaran disiplin.*?

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 Tentang Disipilin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal

32. Upaya administratif terdiri dari

keberatan dan banding administratif. Pasal 33.
Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:

a.
b.

Presiden;

Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
huruf a, huruf b, dan huruf c;

Gubernur selaku wakil pemerintah untuk
jenis  hukuman disiplin  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dan
huruf c;

Kepala Perwakilan Republik Indonesia; dan
Pejabat yang berwenang menghukum untuk
jenis  hukuman disiplin  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), tidak dapat
diajukan upaya administratif.

Pasal 34 ayat:

(1) Hukuman disiplin yang dapat diajukan

keberatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32 vyaitu jenis hukuman disiplin

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(3) huruf a dan huruf b yang dijatuhkan

oleh:

a. Pejabat struktural eselon | dan pejabat
yang setara ke bawah;

b. Sekretaris Daerah/Pejabat struktural
eselon 1] Kabupaten/Kota ke
bawah/Pejabat yang setara ke bawabh;

c. Pejabat struktural eselon Il ke bawah di
lingkungan instansi vertikal dan unit
dengan sebutan lain yang atasan
langsungnya Pejabat struktural eselon |
yang bukan Pejabat Pembina
Kepegawaian; dan

d. Pejabat struktural eselon Il ke bawah di
lingkungan instansi vertikal dan Kantor
Perwakilan Provinsi dan unit setara
dengan sebutan lain yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada
Pejabat Pembina Kepegawaian.

(2) Hukuman disiplin yang dapat diajukan

banding administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 yaitu hukuman
disiplin yang dijatuhkan oleh: a. Pejabat
Pembina  Kepegawaian untuk jenis

2 bid.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e;
dan b. Gubernur selaku wakil pemerintah
untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d
dan huruf e.

Pasal 35 ayat:

Keberatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 ayat (1), diajukan secara tertulis
kepada atasan pejabat yang berwenang
menghukum dengan memuat alasan
keberatan dan tembusannya disampaikan
kepada pejabat yang berwenang
menghukum.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14
(empat belas) hari, terhitung mulai tanggal
yang bersangkutan menerima keputusan
hukuman disiplin.

Pasal 36 ayat:

Pejabat yang berwenang menghukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(1), harus memberikan tanggapan atas
keberatan yang diajukan oleh PNS yang
bersangkutan.

Tanggapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada
atasan Pejabat yang berwenang
menghukum, dalam jangka waktu 6 (enam)
hari kerja terhitung mulai tanggal yang
bersangkutan menerima tembusan surat
keberatan.

Atasan pejabat yang berwenang
menghukum wajib mengambil keputusan
atas keberatan yang diajukan oleh PNS
yang bersangkutan dalam jangka waktu 21
(dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai
tanggal yang bersangkutan menerima surat
keberatan.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) pejabat yang
berwenang menghukum tidak memberikan
tanggapan atas keberatan maka atasan

pejabat yang berwenang menghukum
mengambil keputusan berdasarkan data
yang ada.

Atasan pejabat yang berwenang

menghukum dapat memanggil dan/atau
meminta keterangan dari pejabat yang
berwenang menghukum, PNS yang dijatuhi
hukuman disiplin, dan/atau pihak lain yang
dianggap perlu.
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Pasal 37 ayat:

(1) Atasan Pejabat yang berwenang
menghukum dapat memperkuat,
memperingan, memperberat, atau

membatalkan  hukuman disiplin  yang

dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang

menghukum.

(2) Penguatan, peringanan, pemberatan, atau
pembatalan hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
keputusan Atasan Pejabat yang berwenang
menghukum.

(3) Keputusan Atasan Pejabat yang berwenang
menghukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) bersifat final dan mengikat.

(4) Apabila dalam waktu lebih 21 (dua puluh
satu) hari kerja Atasan Pejabat yang
berwenang menghukum tidak mengambil
keputusan atas keberatan maka keputusan
pejabat yang berwenang menghukum batal
demi hukum.

Penjelasan Pasal 37 ayat (3) Yang dimaksud
dengan “final dan mengikat” adalah terhadap
keputusan penguatan, peringanan,
pemberatan, atau pembatalan hukuman
disiplin tidak dapat diajukan keberatan dan
wajib dilaksanakan.

Pasal 38 ayat:

(1) PNS vyang dijatuhi hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat
(2), dapat mengajukan banding
administratif kepada Badan Pertimbangan
Kepegawaian.

(2) Ketentuan mengenai banding administratif
diatur lebih lanjut dalam peraturan
perundang-undangan  yang  mengatur
tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian.
Pasal 39 ayat:

(1) Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman
disiplin: a. mengajukan banding
administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 maka gajinya tetap dibayarkan
sepanjang yang bersangkutan tetap
melaksanakan tugas; b. tidak mengajukan
banding administratif sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal 38 maka
pembayaran gajinya dihentikan terhitung
mulai bulan berikutnya sejak hari ke 15
(lima belas) keputusan hukuman disiplin

diterima.
(2) Penentuan dapat atau tidaknya PNS
melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi
kewenangan Pejabat Pembina
Kepegawaian dengan mempertimbangkan
dampak terhadap lingkungan kerja.

Pasal 40 ayat:

(1) PNS yang meninggal dunia sebelum ada
keputusan atas upaya administratif,
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS
dan diberikan hak-hak kepegawaiannya
berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) PNS yang mencapai batas usia pensiun
sebelum ada keputusan atas: a. keberatan,
dianggap telah selesai menjalani hukuman
disiplin dan diberhentikan dengan hormat
sebagai PNS serta diberikan hak-hak
kepegawaiannya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan; b. banding
administratif,  dihentikan  pembayaran
gajinya sampai dengan ditetapkannya
keputusan banding administratif.

(3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b
meninggal dunia, diberhentikan dengan
hormat dan diberikan hakhak
kepegawaiannya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal 40 ayat (3) Dalam hal PNS

yang bersangkutan sebelumnya dijatuhkan

hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak

dengan hormat maka keputusan
pemberhentiannya ditinjau kembali oleh
pejabat yang berwenang menjadi

pemberhentian dengan hormat.
Pasal 41 ayat:

(1) PNS yang mengajukan keberatan kepada
atasan Pejabat yang berwenang
menghukum atau banding administratif
kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian,
tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau
kenaikan gaji berkala sampai dengan
ditetapkannya keputusan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap.

(2) Apabila keputusan pejabat yang berwenang
menghukum dibatalkan maka PNS yang
bersangkutan  dapat  dipertimbangkan
kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji
berkala sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 41 ayat (2) Yang dimaksud
dengan “keputusan yang dibatalkan” adalah
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bahwa berdasarkan keputusan atasan pejabat
yang berwenang menghukum atau Badan
Pertimbangan Kepegawaian, PNS vyang
bersangkutan dinyatakan tidak bersalah.

Pasal 42. PNS yang sedang dalam proses
pemeriksaan  karena  diduga  melakukan
pelanggaran disiplin atau sedang mengajukan
upaya administratif tidak dapat disetujui untuk
pindah instansi.

Penjatuhan  hukuman disiplin  kepada
Pegawai Negeri Sipil yang melanggar kewajiban
dan larangan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 telah diatur
sedemikian rupa. Setiap pimpinan mulai dari
tingkat atas sampai pada pimpinan terendah
memiliki kewenangan untuk menjatuhkan
hukuman disiplin kepada bawahannya yang
melanggar peraturan. Hal ini dimaksudkan agar
setiap pimpinan memiliki tanggungjawab untuk
membina bawahannya secara langsung dan
bertanggungjawab terhadap apa yang telah
dilakukan bawahannya.”

PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Pelanggaran atas kewajiban dan larangan
menurut Peraturan Pemerintah Nomor
53 Tahun 2010 Tentang Disipilin Pegawai
Negeri Sipil seperti tidak setia dan taat
sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Pemerintah dan tidak
menaati segala ketentuan peraturan
perundang-undangan serta tidak
melaksanakan tugas kedinasan yang
dipercayakan kepada PNS dengan penuh
pengabdian, kesadaran, dan tanggung
jawab dan tidak menjunjung tinggi
kehormatan negara, Pemerintah, dan
martabat PNS serta tidak mengutamakan
kepentingan negara daripada
kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau
golongan dan tidak memegang rahasia
jabatan yang menurut sifatnya atau
menurut perintah harus dirahasiakan.

2. Upaya administratif atas pelanggaran
atas kewajiban dan larangan menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 Tentang Disipilin Pegawai Negeri

1 Sintya Augustianti, Syamsuni dan Arman Isdairi. Op.Cit.
him. 6.
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Sipil, terdiri dari keberatan dan banding
administratif. Hukuman disiplin yang
dapat diajukan keberatan diantaranya
seperti jenis hukuman disiplin yang
dijatuhkan oleh: Pejabat struktural
eselon | dan pejabat yang setara ke
bawah; Sekretaris Daerah/Pejabat
struktural eselon Il Kabupaten/Kota ke
bawah/Pejabat yang setara ke bawah;
Pejabat struktural eselon Il ke bawah di
lingkungan instansi vertikal dan unit
dengan sebutan lain yang atasan
langsungnya Pejabat struktural eselon |
yang bukan Pejabat Pembina
Kepegawaian; dan Pejabat struktural
eselon Il ke bawah di lingkungan instansi
vertikal dan Kantor Perwakilan Provinsi
dan unit setara dengan sebutan lain yang
berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
Hukuman disiplin yang dapat diajukan
banding administratif diantaranya seperti
hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:
Pejabat Pembina Kepegawaian, Gubernur
selaku wakil pemerintah.

B. Saran

1. Pelanggaran atas kewajiban dan larangan
menurut Peraturan Pemerintah Nomor
53 Tahun 2010 Tentang Disipilin Pegawai
Negeri Sipil perlu diterapkan sesuai
dengan bentuk pelanggaran vyang
dilakukan guna mewujudkan PNS yang
handal, profesional, dan bermoral.
Penegakan disiplin pegawai negeri sipil
mutlak diperlukan sesuai peraturan
disiplin PNS, sehingga dapat menjamin
terpeliharanya tata tertib dan kelancaran
pelaksanaan tugas serta dapat
mendorong PNS untuk lebih produktif
berdasarkan sistem karier dan sistem
prestasi kerja.

2. Upaya administratif atas pelanggaran
atas kewajiban dan larangan perlu
dilakukan untuk memberikan
kesempatan bagi PNS vyang dijatuhi
hukuman disiplin dapat memperjuangkan
haknya untuk membela diri melalui
upaya administratif, sehingga dapat

dihindari terjadinya kesewenang-
wenangan dalam penjatuhan hukuman
disiplin.
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